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SAKSI PERKARA HARUN MASIKU

KPK Panggil Hasto Kristiyanto
JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah

melayangkan surat pemanggilan kepada

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kris-

tiyanto. Hasto bakal diperiksa sebagai sak-

si kasus dugaan suap penetapan calon ang-

gota DPR RI terpilih periode 2019-2024 de-

ngan tersangka Harun Masiku (HM).

”Tim penyidik KPK menjadwalkan pe-

manggilan Pak Hasto Kristiyanto, ke-

marin juga ada pertanyaan itu dari teman-

teman, untuk hadir hari Senin, 10 Juni

2024 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam

surat panggilannya dan tentu sudah diki-

rim,” kata Kepala Bagian Pemberitaan

KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Ja-

karta, Kamis (6/6).

Ali berharap Hasto bisa memenuhi pa-

nggilan tim penyidik KPK demi kelancar-

an proses penyidikan dan pencarian terha-

dap Harun Masiku. ”Kami berharap yang

bersangkutan bisa hadir, sehingga bisa

menjelaskan apa yang nanti akan dibu-

tuhkan keterangannya oleh tim penyidik

KPK,” ujarnya.

Sementara Hasto Kristiyanto mengaku

siap memenuhi panggilan KPK untuk di-

periksa sebagai saksi kasus dugaan suap

penetapan calon anggota DPR RI terpilih

periode 2019-2024 dengan tersangka

Harun Masiku (HM) pada Senin (10/6)

pukul 10.00 WIB. ”Saya akan datang, de-

ngan tanggung jawab sebagai warga ne-

gara, siap memenuhi panggilan,” ujarnya

di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.

Hasto menjelaskan bahwa lembaga anti-

rasuah itu didirikan oleh Ketua Umum

PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sehingga bila mangkir dari panggilan

KPK, dirinya akan mendapat kualat.

”Apalagi KPK ini didirikan oleh Ibu Me-

gawati, kualat saya kalau tidak hadir, ma-

ka saya akan hadir,” tandasnya.

Namun Hasto mengaku belum meneri-

ma undangan resmi dari KPK. Ia pun me-

negaskan akan meluangkan waktunya un-

tuk memenuhi panggilan itu.  (Ant/Has)-f

PENERAPAN KRIS

Jangan Ganggu Akses Pelayanan Kesehatan
JAKARTA (KR) - Anggota Komisi IX

DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan Pe-

merintah untuk berhati-hati dalam

menetapkan Kelas Rawat Inap Standar

(KRIS), agar publik tetap dapat memper-

oleh layanan kesehatan yang manusiawi.

”KRIS ini mendapat sorotan banyak pi-

hak karena diduga akan menurunkan ak-

ses ke layanan kesehatan bagi masyara-

kat,” katanya di Jakarta, Kamis (6/6).

Edy mengatakan, pada rapat DPR RI

bersama Kemenkes, DJSN, dan BPJS

Kesehatan bahwa niat baik untuk me-

ningkatkan mutu layanan kesehatan de-

ngan KRIS patut diapresiasi, tetapi perlu

ada pelibatan masyarakat dalam penera-

pan KRIS.

Sebab, ujarnya, merekalah yang akan

membayar iuran sekaligus menikmati

fasilitasnya. Pemerintah sampai seka-

rang belum menetapkan iuran, dengan

alasan masih melakukan penghitungan

aktuaria. Menurut kabar yang beredar di

masyarakat, katanya, akan ada iuran

tunggal.

Edy mengatakan, Pemerintah harus

segera menjawab kabar simpang siur soal

iuran ini, guna memberikan kepastian.

”Kalau iuran betul satu harga maka akan

membiaskan prinsip gotong royong di

JKN. Ini juga bisa berpotensi menurun-

kan pendapatan iuran JKN,” tuturnya.

Sementara itu Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) bersama BPJS Kesehatan,

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),

dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

sedang mengkaji besaran iuran Program

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang ti-

dak memberatkan masyarakat.

”Iuran terus terang sedang dalam ka-

jian Kemenkeu, DJSN, BPJS Kesehatan,

dan Kemenkes untuk nanti menentukan

berapa yang paling pas, yang bisa diteri-

ma masyarakat, yang paling adil untuk

masyarakat, dan tidak memberatkan ma-

syarakat,” kata Wamenkes Dante Saksono

Harbuwono dalam Rapat Dengar Penda-

pat Komisi IX DPR RI yang diikuti pula

oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali

Ghufron Mukti, Dewan Pengawas BPJS

Kesehatan, dan DJSN di Kompleks Par-

lemen, Jakarta, Kamis. (Ant/San)-f


